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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban

Untuk mengendalikan perusahaan agar dapat berjalan dengan baik, perusahaan perlu menerapkan akuntansi pertanggungjawaban, salah satunya dengan menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang merupakan salah satu informasi akuntansi manajemen yang dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki oleh tiap-tiap manajer. Agar apabila terjadi penyimpangan biaya atau penghasilan dalam kegiatan perusahaan, akan segera diketahui penyebabnya dan perlu ditelusuri siapa yang bertanggung-jawab dan apa penyebabnya. 
2.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban
Sikap bertanggung-jawab merupakan syarat mutlak berjalannya suatu organisasi dan menjadi bagian yang terpisahkan dari suatu sistem yang dikenal dengan sistem akuntansi pertanggungjawaban.
Menurut Hansen/Mowen dalam buku Akuntansi Manajemen diterjemahkan oleh Ancella A Hermawan menyatakan:

“Sistem akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan dan mendukung struktur dari sebuah organisasi”.

(2000:62)

Menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi manajemen Konsep, Manfaat dan Rekayasa, Sistem Akuntansi pertanggungjawaban adalah :

“Suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan atau pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung-jawab atas penyimpangan biaya dan atau pendapatan yang dianggarkan”.


(2001:218)

Menurut Welsch, Hilton, Gordon dalam buku Anggaran Perencanaan dan Pengendalian diterjemahkan oleh Purwatiningsih dan Maudi Warau, Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban adalah :
“Untuk menyediakan informasi keuangan secara terpisah untuk setiap unit organisasi yaitu berdasarkan wewenang dan tanggung-jawabnya”.
(2000:36)
Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah salah satu beberapa dari perencanaan dan pengendalian laba, perencanan menggunakan data histories, termasuk informasi keuangan yang telah lalu, sebagai dasar untuk pembuatannya. Pengendalian mencakup pengukuran kinerja dengan menggunakan hasil aktual. Hasil aktual dibandingkan dengan tujuan, sasaran dan standar untuk menentukan varians/perbedaannya (menguntungkan atau tidak menguntungkan).

2.1.2 Syarat Penerapan Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban

Sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem yang  berusaha menciptakan agar rencana yang disusun oleh manajemen dapat terealisir dan mampu mendorong setiap pelaku organisasi untuk bekerja dengan benar dan bertanggung-jawab. 
Agar sistem akuntansi pertanggungjawaban dapat berjalan dengan lancar menurut Bambang Hariadi dalam bukunya Akuntansi Manajemen Dalam Suatu Sudut Pandang, syaratnya yaitu :

“1.  Pembentukan pusat-pusat pertanggungjawaban.
  2.  Penetapan Anggaran dan Standar.
  3.  Penilaian Prestasi.
  4.  Laporan Pertanggungjawaban”.
(2001:269)
1. Pembentukan pusat-pusat pertanggungjawaban
Tahap pertama yang harus dilakukan adalah pembentukan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam organisasi yang merupakan fokus pengendalian manajemen. Unit-unit organisasi dapat berbentuk depertamen, bagian, seksi atau suatu tim kerja di bawah tanggung-jawab seorang manajer sebagai individu. Tanggung-jawab dinyatakan dalam ukuran keuangan seperti biaya, penghasilan, laba dan investasi. 
2. Penetapan Anggaran dan Standar
Partisipasi manajer dalam penyusunan anggaran dan harga pokok standar perusahaan sangat pentingan agar ukuran prestasi tersebut dapat diterima bersama oleh atasan maupun bawahan sebagai ukuran yang tepat untuk menilai apakah seseorang itu berprestasi atau tidak. Dalam anggaran sudah ditentukan batas-batas tanggung-jawab seorang manajer terhadap biaya sehingga perlu adanya pemisahan antara biaya terkendali dan tidak terkendali sejak penyusunan anggaran. 

3. Penilaian Prestasi

Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban, prestasi diukur dengan membandingkan antara hasil sesungguhnya dengan standar. Dalam penilaian ini, pada prinsipnya seorang manajer hanya diminta bertanggung-jawab atas hal-hal yang dapat mereka kendalikan seperi yang tercantum dalam anggaran. Ukuran penilaian adalah apa hasil yang diperoleh dan bukan pada bagaimana hasil tersebut diperoleh.
4. Laporan Pertanggungjawaban
Dalam penilaian prestasi, diperlukan sistem pelaporan yang dapat memantau kinerja masing-masing pusat pertanggungjawaban. Untuk itu sangat penting menetapkan sejak awal informasi apa yang perlu dilaporkan, mekanisme pelaporan dan bagaimana sistem pelaporan perusahaan disusun untuk kepentingan pihak luar maupun untuk kepentingan pihak dalam.

2.1.3
Tujuan, Karakteristik dan Manfaat Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban
Tujuan utama dari akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk mengendalikan salah satu tujuan akuntansi biaya yaitu sebagai alat pengendalian biaya. Seperti kita ketahui bahwa tujuan akuntansi biaya secara keseluruan adalah pertama untuk menentukan jumlah biaya produksi, kedua untuk menentukan nilai persediaan dan ketiga untuk mengendalikan biaya. Untuk memenuhi tujuan pengendalian biaya, pengumpulan dan pelaporan biaya sistem akuntansi pertanggungjawaban dilakukan untuk tiap tingkatan manajemen. 
Karakteristik utama akuntansi pertanggungjawaban adalah memfokuskan pada pusat-pusat pertanggungjawaban. Hal ini perlu menjadi fokus perhatian karena proses pengendalin manajemen dilaksanakan oleh manajer yang memimpin pusat-pusat pertanggungjawaban, dan informasi akuntansi yang bermanfaat dalam proses ini harus berkaiatan dengan area tanggung-jawab manajer.
Menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat dan Rekayasa. Sistem Akuntansi Pertanggunjawaban memiliki empat karakteristik yaitu :

“1.
   Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban.
  2. Standar ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang    bertanggung-jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu.

  3.
Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran.

  4. Manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi”.
(2001:190)

Disamping tujuan, karakteristik, sistem akuntansi pertanggungjawaban mempunyai manfaat, manfaat bagi manajemen memberikan kesempatan kepada para manajer untuk merumuskan sasaran mereka sendiri dan membuat keputusan dalam rangka tanggung-jawab yang didelegasikan oleh manajer diatasnya,  manajer akan menerima laporan kinerja sebagai suatu alat yang bermanfaat untuk melakukan tindakan koreksi ditengah berlangsungnya aktivitas itu sendiri.
2.2 Pusat Pertanggungjawaban

Pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung-jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat pertanggungjawaban, yang masing-masing direfresentasikan oleh sebuah kotak dalam bagan organisasi.
2.2.1 Pengertian Pusat pertanggungjawaban

     
 Sebuah unit atau bagian dalam perusahaan dapat dikategorikan sebagai pusat pertanggungjawaban bila unit tersebut mempunyai wewenang, tugas dan tanggung-jawab yang jelas sehingga dapat diukur kinerja manajer dari unit organisasi tersebut.                            

Menurut Robert N Anthony dalam buku Sistem Pengendalian Manajemen Diterjemahkan Oleh Kurniawan Tjakrawala, Pusat Pertanggungjawaban adalah :

“Merupakan organaisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung-jawab terhadap aktivitas yang dilakukan”.
(2001:112)

Menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi Manajemen Akuntansi manajemen Konsep, Manfaat dan Rekayasa bahwa :


“Pusat Pertanggungjawaban merupakan suatu unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung-jawab”.

(2001:422)


Dari pengertian pusat pertanggungjawaban yang telah diuraikan, pusat pertanggungjawaban diartikan sebagai Departemen. Pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung-jawab terhadapan kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh pusat pertanggungjawaban sangat erat juga dengan penerapan manajer pada pusat pertanggungjawaban tersebut.
2.2.2 Jenis-jenis Pusat Pertanggungjawaban
Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung-jawab. Suatu pusat pertanggungjawaban dapat dipandang sebagai suatu sistem yang mengelola masukan menjadi keluaran. Masukan suatu pusat pertanggungjawban yang diukur dalam satuan uang disebut dengan biaya. Sedangkan keluaran suatu pusat pertanggungjawaban yang dinyatkan dalam satuan uang disebut pendapatan.

Diagram skema tentang pusat pusat pertanggungjawaban sebagai suatu sistem.




Sumber :  Bambang Hariadi Akuntansi Manajemen Suatu Sudut Pandang

Gambar 2.1 Hubungan Input, Proses dan output

Hubungan antara masukan dan keluaran tersebut di atas dapat menjelaskan mengenai efisiensi dan evektivitas suatu pusat pertanggungjawaban. Efisiensi mengacu pada seberapa besar pengorbanan sumber daya yang dikeluarkan dibanding hasil yang diperoleh. Suatu pusat pertanggungjawaban dapat dikatakan lebih efisien bila menggunakan jumlah input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan jumlah output yang sama dengan pusat pertanggungjawaban yang lain atau menggunakan jumlah input yang sama dengan pusat pertanggungjawaban yang lain tapi menghasilkan jumlah keluaran yang lebih besar. Sedangkan efektivitas mengacu pada sampai sejauh mana hasil atau output yang diperoleh menemui sasarannya. Semakin dekat keluaran yang dihasilkan terhadap sasaran yang diterapkan maka semakin efektif suatu pusat pertanggungjawaban.
Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban, laporan perstasi disiapakan untuk setiap segmen. Segmen dapat berupa departemen, bagian-bagian yang lebih kecil dari depertemen, atau sekelompok departemen yang beroperasi di bawah kendali dan wewenang seorang manajer yang bertanggung-jawab. Setiap unit organisasi yang disiapkan laporan prestasinya disebut pusat pertanggungjawaban.

Menurut Slamet Sugiri dalam buku Akuntansi Manajemen, Pusat Pertanggungjawaban diklasifikasikan menjadi empat yaitu :

“1.  Pusat Biaya (cost center) secara finansial hanya bertanggung-jawab atas   terjadinya biaya.

2. Pusat Pendapatan (revenue center) bertanggunjawab atas timbulnya pendapatan, baik dari penjualan barang dagang, dari barang jadi, maupun dari jasa.

3. Pusat Laba (profit center) bertanggung-jawab terhadap laba, yaitu selisih antara pendapatan dan laba.

4. Pusat Investasi (investment center) bertanggung-jawab terhadap hubungan anatara laba dan seluruh investasi”.
(2005:151)

Menurut Welsch, Hilton, Gordon dalam buku Anggaran Perencanaan dan Pengendalian, Pusat Pertanggungjawaban diklasifikasikan menurut ukuran tanggung-jawabnya menjadi :

“1. 
Pusat Biaya - suatu pusat tanggung-jawab dimana manajer bertanggung-jawab untuk mengendalikan biaya yang terjadi diunit tersebut dan tidak bertanggung jawab, dari segi keuangan, untuk laba atau investasi dari unitnya. Tingkatan manajer yang lebih rendah dengan tanggung jawab yang lebih rendah pula biasanya cenderung merupakan pusat biaya.
  2.
Pusat Pendapatan - suatu pusat tanggung-jawab dimana manajer bertanggung-jawab untuk mengendalikan pendapatan. Daerah penjualan sering dikatagorikan sebagai pusat pendapatan.

  3. 
Pusat Laba – suatu pusat tanggung jawab dimana manajer bertanggung jawab untuk mengendalikan pendapatan, biaya dan laba yang terjadi di unit tersebut. Perencanaan dan pengendalian mempokuskan dari laba dari pusat ini.

  4.  Pusat Investasi – suatu pusat tanggung jawab yang satu tingkat lebih tinggi dari pusat laba. Dalam suatu investasi, manajer bertanggung-jawab terhadap biaya, pendapatan, laba dan jumlah sumber daya yang diinvestasikan dalam harta yang digunakan oleh pusat tadi. Perencanaan dan penendalian investasi yang dihasilkan oleh pusat tanggung-jawab tersebut”.
(2000:41)

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui unit atau pusat pertanggungjawaban dari suatu perusahaan yang dikelola dengan baik, sesuai dengan rencana yang dilihat dari suatu dimensi waktu, rencana proyek, rencana strategis jangka panjang dan rencana taktis jangka pendek disusun berdasarkan wewenang maka akan mencapai suatu tujuan perusahaan.

2.3  Pusat Pertanggungjawaban Biaya

  
Dalam Sistem akuntansi Pertanggungjawaban terdapat empat jenis pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat pendapatan, pusat laba, pusat investasi dan pusat biaya. Sesuai dengan judul yang sedang penulis teliti, maka akan dijelaskan mengenai pusat pertanggungjawaban biaya. 
2.3.1 Pengertian Pusat pertanggunjawaban Biaya
Biaya harus diidentifikasikan secara jelas dari masing-masing divisi yang bersangkutan, yang berarti biaya-biaya ini biaya yang tidak bisa dihindari pengeluaranya untuk operasi divisi tersebut.
Menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi Manajemen Akuntansi manajemen Konsep, Manfaat dan Rekayasa, Pusat Biaya adalah


“Pusat pertanggungjawaban yang manajernya diukur prestasinya, atas dasar biayanya (nilai masukannya)”.

(2001:426)
Menurut Hansen/Mowen dalam buku Akuntansi manajemen diterjemahkan oleh  Ancella A Hermawan, Pusat biaya adalah :


“Suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung-jawab hanya terhadap manajernya”.
(2000:63)
Pusat biaya merupakan pusat pertanggunjawaban yang mengelola masukan dan meghasilkan keluaran, tetapi keluaran yang dihasilkan tidak digunakan sebagai dasar ukuran prestasi manajernya. Hal tersebut dikarenakan, keluaran pusat biaya sulit diukur dengan satuan uang, keluaran pusat biaya dapat diukur dengan satuan uang, tetapi keluaran tidak dapat dipengaruhi (dikendalikan) oleh manajer pusat pertanggungjawaban. 

Untuk lebih memahami perbedaan anatara pusat biaya teknik atau pusat biaya terukur dengan pusat biaya kebijakan atau pusat biaya tidak terukur uraiannya sebagai berikut :


Menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat dan Rekayasa, Pusat biaya dapat dibedakan menjadi dua yaitu :
“1. Biaya kebijakan (discretionary expense center) adalah pusat pertanggungjawaban yang sebagian besar masukannya tidak mempunyai hubungan dengan keluarannya.
2. Biaya teknik (engineereed expense center) adalah pusat pertanggungjawaban yang sebagian besar masukannya mempunyai hubungan yang nyata dan erat dengan keluarannya”.
(2001:425)

Menurut R. A Supriono dalam buku Sistem Pengendalian Manajemen Pusat Biaya Teknik adalah :

“Pusat biaya sebagian besar biayanya adalah biaya teknik sehingga biaya yang harus terjadi dapat ditentukan secara teliti (relatif dan tepat waktu) dalam ukuran biaya standard. Biaya teknis adalah biaya yang mempunyai hubungan fisik optimal atau relatif dan nyata dengan keluarannya”.
(2000:236-237)

Manajer pusat biaya teknik bertanggung jawab atas efisiensi dan efektifitas pusat biaya yang dipimpinnya, contoh pusat biaya teknik adalah departemen produksi. Efisiensi pusat biaya teknik dinilai atas dasar hubungan antara masukan dengan keluarannya. Alat penilai efisiensi pusat biaya teknis adalah biaya standar. Nilai yang sesungguhnya terjadi pada pusat biaya ini dibandingkan dengan pusat biaya standarnya. Kemudian dianalisis penyimpangan yang terjadi.


Efektifitas biaya teknis dinilai atas dasar kemampuan pusat biaya tersebut dalam pencapaian volume produksi yang diharapkan pada tingkat kualitas dengan waktu tertentu.


Menurut R. A Supriono dalam buku Sistem Pengendalian Manajemen Pusat Biaya Kebijakan adalah :

“Pusat biaya yang sebagaian besar biayanya adalah biaya kebijakan, biaya kebijakan adalah biaya yang terjadi dan variabilitasnya ditentukan besarnya kebijakan manajemen, biaya kebijakan tidak mempunyai hubungan fisik secara optimal (erat dan nyata) dengan keluarannya”.

(2000:236-237)

Keluaran pusat biaya kebijakan tidak dapat atau sulit diukur secara kuantitatif atau tidak mempunyai hubungan yang nyata dengan masukannya. Pusat biaya kebijakan tidak dapat dinilai efisiensinya karena keluaran yang dihasilkan sulit diukur dan tidak dapat dibandingkan dengan masukannya. Departemen akuntansi dan departemen personalia adalah contoh pusat biaya yang keluarannya sulit untuk diukur secara kuntitatif.
2.3.2 Tujuan Pusat Pertanggungjawaban Biaya 


Tujuan daripada sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk mengetahui masukan dan menghasilkan keluaran, tetapi keluaran yang dihasilkan tidak digunakan sebagai dasar ukuran prestasi manajernya. Hal ini disebabkan karena kemungkinan keluaran pusat pertanggunjawaban biaya tersebut tidak dapat bertnggung jawab atas keluaran pusat pertanggungjawaban biaya tersebut. Depeartemen akuntansi dan departemen personalia adalah contoh pusat pertanggungjawaban biaya yang keluarannya sulit untuk diukur secara kuantitatif.
2.3.3 Unsur-unsur Pusat Pertanggungjawaban Biaya

Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban terdapat unsur-unsur pertanggungjawaban biaya menurut Bambang Hariadi dalam buku Akuntansi Pertanggungjawaban Suatu Sudut Pandang meliputi
 “1. Kode rekening

2. Anggaran akuntansi pertanggungjawaban

3. Biaya terkendali dan tidak terkendali
 
4. Laporan pertanggungjawaban”.
(2002:273-281)
1. Kode Rekening

Kode rekening merupakan salah satu elemen penting dalam menunjang efektivitas akuntansi biaya karena didalam sistem akuntansi pertanggungjawaban pengumpulan dan pelaporan biaya dihubungkan dengan jenjang manajemen yang bertanggung jawab akan terjadinya biaya. Tujuanya adalah untuk menghasilkan informasi akuntansi guna mengukur kinerja manajer pusat biaya. Dalam pemberian kode rekening buku besar, digunakan metode kelompok yaitu untuk tiap rekening buku besar diberi kode dengan jumlah angka yang tepat dan kedudukan tiap-tiap angka dalam kode tersebut mempunyai arti masing-masing. 
Cara pelaksanaan pemberian kode rekening yang digunakan dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sebagai berikut :

a. Rekening buku besar dibagi enam kelompok :

1. Aktiva
2. Utang
3. Modal
4. Penghasilan 
5. Biaya
6. Penghasilan Dan Biaya Luar Biasa    
a. Kemudian jika terdapat jenjang dalam organisasi, tingkat direksi, tingkat departemen dan tingkat bagian, maka tenjang organisasi diberi kode dengan memakai tiga angka, misalanya departemen penjualan memiliki kode-410.

b. Posisi angka dalam kode rekening biaya akuntansi pertanggungjawaban terbagi dua yaitu kelompok pertama menunjukan tempat terjadinya biaya dan kelompok kedua menunjukan kode jenis biaya dan penghasilan yang digolongkan sesuai dengan objek pengeluaran atau penerimaan. Tempat terjadinya biaya, penghasilan dan investasi dikaitkan dengan pusat-pusat pertanggunjawaban pada tingkat manajemen dalam organisasi.
1. Menunjukan Tempat Terjadinya Biaya

5
X
X
X

Kelompok Biaya

Pusat Biaya Manajer

Pusat Biaya Kepala Bagian

Pusat Biaya Kepala Seksi
2. Menunjukan kode jenis biaya atau penghasilan

X
X
X

Kelompok Jenis Biaya

Jenis Biaya

Terkendalikan/tidak

Contoh pemakaian kode ini misalnya : biaya perjalanan dinas direksi keuangan. Kode rekeningnya adalah 5.300.515 maka arti dari kode rekening ini adalah sebagai berikut :
5
300
515

Kelompok rekening biaya

Bagian keuangan

Biaya Perjalanan Dinas
Gambar 2.2 Kelompok Kode rekening

2. Anggaran Pertanggungjawaban


Dalam penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban, adanya anggaran yang disusun oleh tiap-tiap pusat pertanggungjawaban berdasakan struktur organisasi perusahaan dalam menggolongkan biaya dan pendapatan sesuai dengan manajemen yang bertanggung-jawab atas keduanya.

Menurut Ellen Cristina dalam buku Anggaran Perusahaan Suatu Pendekatan Praktis, Anggaran adalah :
“Merupakan suatu rincian yang disusun secara sistematis bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang”.
(2002:1)

Menurut Bambang Hariadi dalam bukunya Akuntansi Manajemen Dalam Suatu Sudut Pandang, ada beberapa hal penting mengenai anggaran yang perlu diperhatikan setiap perusahaan yang menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban yaitu :
“1.  Apabila selama periode anggaran terjadi perubahan yang signifikan atas asumsi-asumsi yang dijadikan sebagai dasar penyusunan anggaran maka anggaran tersebut harus diperbaiki untuk memasukan perubahan pengaruh perubahan tersebut. Kalau anggaran tidak sesuai, maka anggaran tersebut akan menjadi nilai-nilai yang membingungkan untuk dijadikan sebagai alat penolong dalam mengenai biaya.

  2.  Anggaran harus mendapat dukungan dari para staf yang menduduki partisipasi aktif dalam penyusunan maupun pelaksanaannya. Jika anggaran hanya ditentukan dari atas dan tidak melibatkan orang bawah, sudah dapat dipastikan bahwa pengendalian biaya sulit berhasil dan jika terus dipaksakan maka dapat menimbulkan akibat negatif lain yang tidak perlu.
  3.  Untuk penetapan anggaran pada tiap-tiap pusat pertanggungjawaban,  harus sudah diklasifikasikan biaya yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan oleh pemimpin pusat pertanggungjawaban seperti dijelaskan bahwa masalah penentuan terkendali tidaknya seatu biaya dapat menjadi masalah sensitf lebih-lebih dalam situasi ketidak pastian yang tinggi”.
(2001:278)
Dari uraian diatas dapat disimpulkan anggaran harus diperbaiki kalau anggaran tidak sesuai maka anggaran tersebut akan menjadi nilai-nilai yang membingungkan menjadi alat penolong dalam mengenai biaya. Anggaran harus mendapat dukungan dari para staf dalam menyusun anggaran. Anggaran harus sudah diklasifikasikan biaya yang terkendali dan tidak terkendali pada setiap pusat-pusat pertanggungjawaban.
3.  Biaya terkendali dan tidak terkendali
Pemisahan biaya menjadi terkendali dan tidak terkendali bagi seseorang sejak penetapan anggaran adalah sangat penting agar tdak terjadi tanggung jawab ganda terhadap biaya tertentu dan agar setiap pemimpin pusat biaya dapat mengetahui dengan jelas batas-batas tanggung jawabnya. 

Menurut Bambang Hariadi dalam buku Akuntansi Manajemen Dalam Suatu Sudut Pandang, Biaya dapat dikendalikan adalah:
“Biaya dapat diatur secara langsung pada tingkat pimpinan tertentu atau dapat dipenuhi secara signifikan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu”. 
(2001:278)
Menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi manajemen Konsep, Manfaat dan Rekayasa, Biaya Tidak Terkendalikan adalah :

“Biaya yang dialokasikan kepada suatu pusat pertanggungjawaban dengan dasar yang sembarang, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada manajer pertanggungjawaban yang bersangkutan sehingga biaya tersebut merupakan biaya tidak terkendalikan bagi manajer tersebut”.
(2001:169)

Dari pengertian yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa biaya terkendalikan merupakan biaya yang secara signifikan dapat dipengaruhi oleh seorang manajer suatu pertanggungjawaban jangka waktu tertentu. Sedangkan biaya tidak terkendalikan merupakan biaya yang terjadi dalam suatu pusat pertanggungjawaban, dimana biaya tersebut dialokasikan kepada pusat pertanggungjawaban tersebut agar dasar yang sembarang sehingga manajer yang bersangkutan dan pusat pertanggungjawaban tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya biaya tersebut.
4. Laporan Pertanggungjawaban
Setelah perusahaan menyusun rencana melalui anggara maka seluruh bentuk penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan, harus dilapaorkan bentuk laporan harus disusun secara sistematis sehingga manajemen dapat mengetahui persoalan dan dapat melakukan tindakan koreksi yang diperlukan.
2.4 Biaya Produksi

Biaya merupakan suatu nilai tukar yang dikeluarkan atau suatu pengorbanan sumber daya yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat dimasa datang.

2.4.1 Pengertian Biaya Produksi

Untuk menjalankan usaha dengan baik, perusahaan membagi-bagi kegiatan berdasarkan fungsi-fungsi pokok. Pada perusahaan manufaktur, misalnya, kegiatan dibagi kedalam fungsi produksi dan fungsi non-produksi.

Fungsi produksi bertugas dan bertanggunga-jawab untuk memproduksi barang dengan kualitas tertentu. Tempat untuk memproduksi barang disebut pabrik, yang mengolah bahan baku dengan bantuan tenaga manusia dan mesin atau peralatan menjadi produk selesai.


Fungsi nonproduksi, yang juga disebut fungsi komersial terdiri atas fungsi administrasi dan fungsi penjualan. Fungsi administrasi melakukan kegiatan-kegiatan akuntansi, personalia, penggajian dan lain-lain sebagainya. Fungsi penjualan bertugas melakukan kegiatan dalam rangka memasarkan hasil produksi, penjualan, melakukan penjualan barang dan menentukan saluran distribusi.


Dilihat dari fungsi-fungsi yang ada pada perusahaan manufaktur, biaya dikelompokkan menjadi biaya produksi, biaya administrasi dan biaya penjualan atau biaya pemasaran. Pada perusahaan dagang tidak terdapat biaya produksi karena ia menjual barang bukan dari hasil kegiatan produksi, melainkan dari pembelian barang dalam bentuk sudah jadi. 

Menurut Slamet Sugiri dalam buku Akuntansi Manajemen, menyatakan bahwa :


“Biaya Produksi adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk memperolah bahan baku (mentah) dari pemasok dan mengubahnya menjadi produk selesai yang siap dijual. Elemen biaya produksi terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik”.

  (2000:17) 
Sedangkan pengertian biaya produksi menurut Sunarto dalam buku Akuntansi Biaya adalah :

“Biaya Produksi adalah biaya untuk membuat barang. Sesuai dengan konsep harga pokok, nilai barang yang dibuat akan mengandung biaya yang membentuk barang tersebut”.

(2003:11)

Dari pengerian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam mengolah bahan baku menjadi produk.
2.4.2 Unsur-unsur Biaya Produksi


Tempat untuk memproduksi barang disebut pabrik, yang mengolah bahan baku dengan bantuan tenaga manusia dan mesin/peralatan menjadi produk selesai maka pada perusahaan manufaktur diperlukan biaya produksi, menurut  Slamet Sugiri dalam buku Akuntansi Manajemen biaya produksi terdiri atas unsur-unsur biaya sebagai berikut :

“ 1. Biaya Bahan Baku.

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung.
3. Biaya Overhead Pabrik”.
(2000:18)
1.   Biaya Bahan Baku

Merupakan bagian penting dalam proses pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Tanpa bahan baku, jelas tidak akan ada barang jadi. Bahan baku bisa sama sekali masih mentah dari alam atau sudah diproses sebelumnya oleh pabrik lain sebelum diproses lebih lanjut di dalam perusahaan. Bahan baku merupakan komponen utama dalam barang jadi dan nilainya sangat material.
2.  Biaya Tenaga Kerja Langsung

Merupakan tenaga kerja dalam pabrik yang terlibat langsung dalam proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Keterlibatan tenaga kerja ini secara langsung terlihat atas kemampuannya mempengaruhi secar langsung, baik kuantitas maupun kualitas barang jadi yang dihasilkan.
3.  Biaya Overhead Pabrik
Merupakan biaya yang terjadi di pabrik dan berkaitan dengan proses produksi, di luar biaya bahan dan tenaga kerja tak langsung, biaya listrik, penyusutan pabrik atau mesin, reparasi mesin dan biaya pemeliharaan gedung serta bahan baker mesin. Biaya produksi menentukan harga pokok yang melekat pada produk yang dihasilkan perusahaan. Selama suatu produk masih belum terjual maka diperlakukan sebagai aktiva dalam bentuk persediaan.
2.5 Kinerja

Ketepatan, ketelitian dalam bekerja sangat penting agar apa yang diinginkan harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan, oleh karena itu kinerja seorang manajer sangat diperlukan. Manajer diberi wewenang untuk mengendalikan dan merealisasikan apa yang telah menjadi tanggungjawabnya. 
2.5.1 Pengertian Penilaian Kinerja

Pada dasarnya penilaian kinerja dilakukan untuk menilai prilaku manusia dalam melaksanakan peran yang dimainkannya dalam mencapai tujuan organisasi  penilain kinerja perlu dilakukan perusahaan untuk menilai apakah pekerjaan yang dilakukan oleh setiap anggota perusahaan telah sesuai dengan tujuan perusahaan.
Menurut Edy Sukarno dalam buku Sistem Pengendalian Manajemen kinerja adalah :

“Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi”.

(2000:111)
Sedangkan menurut Mulyadi dalam buku Sistem Pengendalian Manajemen, Penilaian Kinerja adalah:
“Penentuan secara periodik efektivitas operasi dan personelnya, berdasarkan sasaran standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya”.
(2001:353)

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kegiatan atau program kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi perusahaan
Dengan demikian penilain kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil dari aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan. Dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, karena organisasi pada dasarnya merupakan penilaian atau perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka jalankan dalam organisasi.

Berhubungan dengan perilaku manusia tersebut, penilaian kinerja pusat merupakan sebuah mekanisme untuk memastikan bahwa setiap orang pada tiap tingkatan mengerjakan tugas-tugas menurut cara yang digunakan atasannya. Dengan demikian atasan setiap tingkatan akan berusaha memperbaiki tingkat kinerja mereka dengan cara memakai pekerjaan bawahannya hal ini berarti untuk mengolah suatu penilaian kinerja yang baik.
 Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu dilakukan pendefinisian terhadap jabatan pekerjaan atau tugas karena hal tersebut menyangkut tanggung-jawab, hasil, dan sasaran suatu jabatan.
2.5.2 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja

Tujuan pokok penilaian kinerja manajer adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran dan dalam mematuhi standar prilaku yang telah ditetapkan sebelumnya. Agar membuahkan tindakan-tindakan dan hasil yang tepat, standar prilaku dapat berupa kebijakan manjemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.

Menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat dan Rekayasa Secara umum tujuan suatu perusahaan mengadakan evaluasi kerja sebagai berikut:
“1.  Menetapkan kontribusi masing-masing divisi atas perusahaan secara keseluruhan atau atas kontribusi masing-masing sub-sub dan suatu divisi (evaluasi ekonomis atau evaluasi segmen).

2. Memberikan dasar untuk mengevaliasi kualitas kerja masing-masing   manajer divisi (evalusi manajerial).

3.  Memotivasi para manjer divisi supaya konsisten mengoperasi divisinya sehingga sesuai dengan tujuan pokok perusahaan (evaluasi operasi)”. 
(2001:416)
Disamping tujuan-tujuan diatas, menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat dan Rekayasa penilaian kinerja mempunyai manfaat bagi manajemen untuk :

“1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawaan secara maksimum.
  2.
Membanatu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan dan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian.
  3. 
Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.

  4.  Mengadakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka, menilai kinerja mereka.
  5.   Menyediakan suatau dasar bagi distribusi penghargaan”.
(2001:416)


Dari pernyataan tujuan dan manfaat penilaian kinerja dapat disimpulkan untuk mengevaluasi keseluruhan sub-sub dan divisi, dan manfaat bagi manajemen membantu pengambilan keputusan, menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program. 
2.5.3 Tahap Penilaian Kinerja


Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk merangsang dan menegakan perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan, baik yang bersifat intristik maupun ekstrinsik

Menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat dan Rekayasa. Tahap penilaian kinerja terbagi menjadi dua bagian yaitu : tahap persiapan dan tahap penilaian.
“Tahap Persiapan :
1.
Penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung-   jawab

2.   Penentuan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja.

3.   Pengukuran kinerja sesungguhnya.

Tahap Penilaian :
1.
Pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.
Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari yang telah ditetapkan dalam standar.

3.
Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan  untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan”.
(2001:420)


Dari pernyatan diatas dapat disimpulkan penilain kinerja harus diawali dengan penetapan garis batas tanggung-jawab yang jelas bagi manajer yang akan dinilai kinerjanya, untuk memotivasi manajer secara efektif, tanggung-jawab yang dibebankan kepada manajer harus memenuhi kriteria.
2.5.4 ROI Untuk Mengukur Kinerja Manajer 

Penilaian prestasi seorang manajer atau suatu organisasi, mutlak diperlukan karena dengan penilaian tersebut
akan dapat diketahui sejumlah informasi penting menurut Bambang Hariadi dalam buku Akuntansi Manejemen Dalam Suatu Sudut Pandang yaitu :

“1.
Sampai seberapa jauh suatu perusahaan atau suatu divisi telah mencapai  tujuannya.

2. Dapat diketahui pula seberapa besar kontribusi suatu bagian, atau  seorang manajer terhadap keberhasilan perusahaan.

3.  Hasil penilaian tersebut diharapkan mampu memberikan motivasi bagi anggota organisasi untuk bekerja lebih baik.
 4.  Untuk menjamin keselarasan tujuan”.
(2001:291)
Suatu pusat pertanggungjawaban akan bersifat efisien jika melakukan sesuatu dengan tepat, dan akan bersipat efektif jika melakukan hal-hal yamg tepat. Untuk mengukur kemampuan kinerja manajer pusat biaya digunakan retrun on investmen. Return on investment diperoleh dari laba, laba merupakan tolak ukur yang penting atas efekititas karena laba merupakan selisih antara pendapatan dan biaya, laba juga merupakan ukuran efisiensi. Dengan demikian laba mengukur baik efektivitas maupun efisiensi, dan laba digunakan sebagai ukuran kinerja mungkin mampu mencegah kerugian. 
Retrun on investmen menunjukan seberapa banyak laba bersih yang bisa diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan.
Menurut Slamet Sugiri dalam buku Akuntansi Manajemen, retrun on investmen dihitung dengan rumus :

(2000:174)

Menurut Hansen/Mowen dalam buku Akuntansi Manajemen diterjemahkan oleh Ancella A Hermawan, ada tiga hasil positif dari penggunaan ROI :

“1. Mendorong manajer untuk memfokuskan pada hubungan antara penjualan, biaya dan investasi.

2.   Mendorong manajer memfokuskan pada efisiensi biaya.

3.   Mendorong manajer memfokuskan pada efisiensi aktiva”.
(2000:70)



Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ROI dapat digunakan untuk mengukur kinerja manjer pusat biaya karena mendorong manajer untuk memberikan perhatian pada efisiensi biaya. Manajer dituntut mengendalikan biaya seefisiensi mungkin agar tujuan perusahaan dapat tercapai.
2.5.5 Kegunaan Analisis Return On Investmen
ROI digunakan untuk mengukur prestasi suatu divisi, maka manjemen diminta untuk memaksimumkan rasio ROI di atas target yang ditentukan, menurut S. Munawar dalam buku Analisa Laporan Keuangan ROI bermanfaat untuk :
“1.
ROI bersifat menyeluruh, artinya apabila perusahaan sudah menjalankan praktek akuntansi yang baik, maka manajemen dapat menggunakan teknik analisis ROI untuk mengukur efisiensi penggunaan operating asset, produksi dan penjualan.

 2.
Apabila data industri yang sejenis tersedia, maka perusahaan dapat menggunakan perbandingan tingkat ROI dengan perusahaan lain yang sejenis. Hal ini dapat diperlihatkan tingkat efisiensi penanaman modal perusahaan, apakah perusahaan dapat menganalisis kelemahan atau atau kekuatan dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.

 3. Analisa ROI dapat digunakan untuk mengukur tingkat aktiva divisi dalam mengalokasikan biaya dan modal.

 4.  Analisa ROI dapat digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan.
 5.
Selain dapat digunakan untuk pengendalian, ROI juga beruna untuk keperluan perencanaan. ROI dapat digunakan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan bila akan mengadakan ekspansi usaha”.
(2000:99)



Dari pernyatan diatas dapat disimpulkan bahwa ROI bersifat menyeluruh, ROI untuk mengukur efisiensi penggunaan operating asset, produksi dan penjualan. Perusahaan dapat menggunakan perbandingan tingkat ROI dengan perusahaan lain yang sejenis. ROI dapat digunakan untuk mengukur tingkat aktiva dalam alokasi biaya dan modal, serta mengukur profitabilitas perusahaan. ROI berguna untuk keperluan perencanaa.
2.5.6 Koreksi atas Penyimpangan Kinerja

Tindakan koreksi atas penyimpangan kinerja dilakukan untuk menegakan perilaku yang diharapkan. Penilaian kinerja dilakukan untuk menegakan perilaku tertentu di dalam pencapain sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
Menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat dan Rekayasa, perilaku adalah :


“Merupakan tindakan untuk memproduksi hasil”.
(2001:420)

Dengan demikian perilaku seorang manajer akan menyajikan suatu hasil yang merupakan penentuan efektifitas kinerjanya. Perilaku dan hasil yang dicapai dari perilaku tersebut merupakan dua hasil yang harus dievaluasi oleh organisasi, hasil yang akan dicapai dimasa yang akan datang dapat dipengaruhi oleh penegakan perilaku yang diinginkan dan dengan mencegah terulangnya perilaku yang tidak diharapkan.
1.6 Pengaruh Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajer Pusat Biaya

Sistem Akuntansi memainkan peran penting dalam mengukur kegiatan dan hasilnya, dan juga menentukan imbalan yang dapat diterima seseorang. Peran ini sering disebut akuntansi pertanggungjawaban dan alat utama dalam pengendalian manajerial. 
Menurut Hansen/Mowen dalam buku Akuntansi Manajemen diterjemahkan oleh Ancella A Hermawan, model pengendalian pertanggungjawaban didefinisikan oleh empat unsur utama :
“1. Memberikan tanggung-jawab

  2. Menetapkan ukuran kinerja
  3. Mengevaluasi kinerja
  4. Memberikan imbalan”.
(2000:471)

Sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan bagian dari informasi yang disediakan bagi para manajer. Sistem ini merupakan sistem pengukuran keuangan yang mencatat rencana-rencana dan kinerja menurut variabel-variabel keuangan terhadapnya manajer bertanggung-jawab. Akuntansi pertanggungjawaban adalah bentuk akuntansi khusus yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Pada intinya, sistem akuntansi pertanggungjawaban mensyaratkan setiap manajer untuk berpartisipasi dalam penyusunan rencana-rencana finansial segmennya dan menyediakan laporan kinerja tepat waktu yang membandingkan hasil aktual dengan yang direncanakan. Akuntansi pertanggungungjawaban melibatkan suatu arus berkesinambungan informasi yang berkaitan dengan arus berkelanjutan dari masukan-masukan kedala, dan keluaran-keluaran dari suatu pusat pertanggungjawaban perusahaan.
Dalam rangka memastikan bahwa manajer-manajer hanya menerima informasi yang diperlukan saja, akuntan manajemen sudah sepantasnya memahami tanggung-jawab setiap manajer. Yakni, akuntan manajemen haruslah mengetahui jenis keputusan apa yang akan diambil oleh manajer. Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban, akuntan melaporkan kepada setiap manajer hanya informasi yang relevan dengan tanggung-jawab manajer bersangkutan.

Terdapat dua pertimbangan keperilakuan penting dalam penyerahan tanggung-jawab kepada manajer. Pertama, manajer yang bertanggung-jawab sewajarnya dilibatkan dalam penyusunan rencana untuk unit yang terhadapnya manajer memegang kendali. Partisipasi seperti ini memastikan bahwa tujuan-tujuan akan masuk akal. Kedua, manajer seharusnya bertanggung-jawab atas biaya, asset, atau pendapatan yang terhadapnya mereka memegang kendali substansial.

Sistem akuntansi pertanggungjawaban ini dipakai untuk menghimpun informasi kinerja berdasarkan segmen dan melaporkan hasil-hasil dari manajer-manajer yang bertanggung-jawab. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Mulyadi dalam buku Akuntansi Manajemen konsep, manfaat dan rekayasa :
“Sistem akuntansi pertanggunungjawaban menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berguna untuk penyusunan anggaran, dan untuk menilai serta memotivasi kinerja manajer”.

(2001:218)

Maka dari itu, sistem akuntansi pertanggungjawaban mestilah disesuaikan supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik dan kondisi operasi perusahaan sehingga pelaporan kinerja semua pos finansial yang dipertimbagkan bisa dicapai oleh pusat-pusat  pertanggungjawaban di dalam organisasi. 
Semua orang yang terlibat dalam perencanaan, penerapan, dan operasi sistem akuntansi pertanggungjawaban seyogyanya memahami secara mendalam pemberian wewenang, tanggung-jawab, serta jaringan akuntabilitas di dalam organisasi. Pemahaman ini diperlukan guna memastikan bahwa dipakai jenis pusat pertanggungjawaban yang benar dan bahwa evaluasi dan pelaporan kinerja adalah bermakna.
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